
WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN DAN PENEMPATAN ATRIBUT PARTAI
POLITIK, ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ALAT PERAGA

Menimbang

Mengingat

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022

tentang Pedoman Pemasangan dan Penempatan Atribut
Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan
Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau
Pemilihan Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diubah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanab.

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemasangan
dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut
Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye
Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala
Daerah:

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara1

Republik Indonesia Tahun 1945,
. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang2
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
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di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3

Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2756):

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

3.

4.



Menetapkan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
|

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547): |

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang5.

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109):

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun6.

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1067):

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun7.

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548):

. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 20228.

tentang Pedoman Pemasangan dan Penempatan Atribut
Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan
Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau
Pemilihan Kepala Daerah (Berita Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2022 Nomor 6):

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN DAN PENEMPATAN
ATRIBUT PARTAI POLITIK, ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA
DAERAH.



Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dalam Peraturan Wali Kota
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemasangan dan

Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi
Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye Peserta
Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah (Berita
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 6) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 8
Pemilik izin dilarang memasang Atribut Partai Politik,
Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga
Kampanye pada:
a. jalan protokol sepanjang koridor dan median Jalan

Marsma R. Iswahyudi (Bandara Sultan Aji
Muhammad Sulaiman Sepinggan sampai dengan
simpang tiga Jalan MT. Haryono/patung beruang
madu, selanjutnya jalan dan median jalan
sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai
dengan kawasan Pelabuhan Semayang):

. jalan protokol sepanjang koridor dan median Jalanb.

Jenderal Ahmad Yani sampai dengan bundaran
Muara Rapak,
median sepanjang Jalan MT. Haryono dan Jalan
Kapten Pierre Tendean:
radius 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan yang
berada di sepanjang koridor lokasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b:
fasilitas tiang bendera yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah yang berada pada median
jalan,
tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan
kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga
pendidikan (gedung dan sekolah) khusus untuk
Alat Peraga Kampanye:
kendaraan umum (bus, taksi, angkutan kota dan
angkutan barang): dan

d.

e.

£

&
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. di atas jalan atau trotoar serta pagar pengamanh.

jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu-
lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman

kota, bangunan tinggi dan jembatan
penyeberangan orang.

Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e bagi:
a. pemasangan Atribut Partai Politik atau Organisasi

Kemasyarakatan untuk kegiatan yang berskala

nasional,

pemasangan Alat Peraga Kampanye/iklan
masyarakat/umbul-umbul, bendera atau atribut

b.

lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
. pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa
himbauan/sosialisasi Pemilu atau Pemilihan

Kepala Daerah yang dilakukan oleh Komisi
Pemilihan Umum,

pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa
himbauan/sosialisasi Pemilu atau Pemilihan

Kepala Daerah yang dilakukan oleh Badan

Pengawas Pemilu,

pemasangan Atribut Partai Politik pada Kantor
Sekretariat Partai Politik yang terdaftar di Komisi
Pemilihan Umum: dan

pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Partai
Politik pada media reklame berbayar yang disertai

dengan iklan komersial dan melaksanakan

d.

e.

kewajiban pembayaran pajak reklame.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Maret 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2/ Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH na TORUAN


